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<b>ABSTRAK</b>

Pemerintah Indonesia telah melaksanakan kebijakan desentralisasi pemerintahan untuk mewujudkan
otonomi daerah. Dengan otonomi daerah ini diharapkan masyarakat mendapatkan layanan publik yang lebih
baik, lebih cepat, dan lebih bertanggungjawab dalam urusan pemerintahan. Salah satu bidang pemerintahan
yang didesentralisasikan adalah bidang pendidikan.

Pelaksanaan otonomi daerah bidang pendidikan di Indonesia masih menghadapi sejumlah masalah baik
bersifat koliseptual maupun masalah faktual. Jika permasalahan tersebut tidak segera ditangani maka
dikhawatirkan bahwa desentralisasi pengelolaan pendidikan akan membawa dampak negatif yang lebih
kompleks seperti masalah disintearasi bangsa. Itulah sebabnya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasiunal
(Sisdiknas) Nomor 20 Tahun 2003 memberikan dukungan yang tegas dan jelas dalam penyelenggaraan
otonorni daerah bidang pendidikan dengan tetap berpegang pada satu sistem pendidikan nasional dalam
kerangka Negara K esatuan Republik Indonesia.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji Iebih mendalam tentang "implementasi kebijakan otonomi
daerah bidang pendidikan di kabupaten/kota'. Cakupan penelitlan ini meliputi faktor Trandation ability para
pelaku kebijakan, termasuk kapasitas sumberdaya manusia dan pemahamannya terhadap kebijakan otonomi
daerah bidang pendidikan, manajemen dan organisasi, pembiayaan pendidikan, sarana dan prasarana
pendidikan, yang diadopsi dari Teori Gerston (2002). Penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji prospek
implementasi kebijakan otonomi daerah bidang pendidikan di tingkat kabupaten/kota. Sedangkan wilayah
penelitian ini adalah kabupaten Kendai dan kota Surakarta, Sawa Tengah.

Berdasarkan karakteristik tujuan penelitian yang ingin dicapai maka pendekatan penelitian ini menggunakan
penelitian kualitatif/naturalistik karena peneliti menghendaki kejadian-kejadian yang berkaitan dengan fokus
yang alamiah. Dengan mengguilakan metode kualitatif makainformasi yang didapat lebih lengkap,
mendalam, dan dapat dipercaya. Dengan metode kualitatif, dapat pula ditemukan informasi yang bersifat
perasaan, norma, nilai, keyakinan, kebiasaan, sikap mental, dan budaya yang dianut dari seseorang maupun
kelompok orang.

Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan. Pe.rtama, dilihat dari perspektif policy initiation, proses
pengambilan keputusan tidak ditentukan secara obyektif oleh analisis kebutuhan (need analysis) dalam
pemecahan masal ah publik tetapi |ebih ditentukan oleh itemst para aktor penentu kebijakan daerah yang
jangkauannya lebih berjangka pendek. Proses pengambilan keputusan yang berlaku sampai saat ini
cenderung berakibat pada kurang relevannya kebijakan pendidikan dengan kebutuhan masyarakat. Dalam
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praktik, aktor utama Bupati/Walikota dan Komisi E DPRD, jauh lebih dominan dan saling mempengaruhi
dalam penetapan kebijakan, dibanding aktor pelaksana kebijakan yaitu Dinas Pendidikan. Dalam penetapan
dan implementasi kebijakan, publik belum dilibatkan dan diberdayakan, serta belum dimobilisasi secara
signifikan.

Kedua, Kemampuan aparatur pemerintah kabupaten/kota dipandang dari konsep "translation ability' belum
cukup efektif dalam pengel olaan pelayanan pendidikan di daerah masing-masing. Para pegawai Dinas
Pendidikan memiliki rata-rata latar belakang pendidikan yang cukup tinggi dan latar belakang pekerjaan
yang cukup relevan namun posisi tawar (bargaining position) dari Dinas Pendidikan jauh lebih rendah
dibandingkan dengan aktor lainnya, yaitu Bupati/Walikota dan DPRD. Sebaliknya, aktor utama
(Bupati/Walikota dan DPRD) yang memiliki posisi tawar lebih tinggi cenderung memiliki latar belakang
pendidikan yang lebih rendah dan latar belakang pekerjaan yang kurang relevan. Latar belakang pendidikan
dan pekerjaan yang tidak seimbang ini mengakibatkan adanya imbalance structure dalam proses interaksi
antar-aktor dalam implementasi kebijakan pendidikan. Akibatnya, keputusan yang diambil dalam penentuan
maupun dalam implementasi kebijakan cenderung kurang berkualitas, dan yang paling dirugikan adalah
masyarakat sebagal pengguna kebijakan di bidang pendidikan.

Ketiga, Organisasi dan manajemen sebagai support system belum dapat memberikan fasilitas terhadap
berjalannyaimplementasi kebijakan pendidikan kepada masyarakat. Aparatur Dinas Pendidikan sebagai

pel aksana kebijakan cenderung lebih berfungsi sebagal sub-ordinasi dari aktor-aktor penentu kebijakan
daripada sebagal mitra sggar yang tugasnya melaksanakan berbagal inovasi dalam pelayanan pendidikan
agar semakin berkualitas. Dalam mel aksanakan fungsinya sebagai penyel enggara kebijakan publik, aparatur
pendidikan cenderung kurang berorientasi pada kebutuhan masyarakat (demand driven) tetapi lebih
berorientasi secara politis pada kepentingan kepal a pemerintahan. Perbedaan nomenklatur nama Dinas dan
struktur organisasi menimbulkan kesulitan dalam koordinasi antar kabupaten/kota, dengan pemerintah
propinsi, serta pemerintah pusat, terutama dalam pelaksanaan program pengembangan kapasitas institusi.

Keempat, Penyediaan anggaran untuk implementasi kebijakan pendidikan dan jenis-jenis programnya
bervariasi antara kedua daerah otonom tersebut. Pemerintah Kendal mengal okasikan anggaran pendidikan
yang lebih besar dibanding anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah Surakarta. Jika dilihat
pemanfaatannya, masih cenderung mengal okasikan anggaran pendidikan untuk program-program fisik.
Temuan sgjalan dengan temuan Paqueo dan Lammert yang mengkaji pengalaman beberapa negara dalam
mengimplementasikan kebijakan otonomi daerah. Kajian Paqueo dan Lammert menemukan indikator yang
menunjukkan adanya kecenderungan para politisi lokal (penentu kebijakan) menggunakan dana untuk
membiayai kegiatan - kegiatan fisik, dan program yang cepat dapat dilihat hasilnya dalam jangka pendek.

Kelima, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi implementasi kebijakan pendidikan baik di
kabupaten Kendal maupun kota Surakarta secara minimal terpenuhi tetapi tidak didukung dengan biaya
perawatan yang memadai. Penelitian ini juga mengindikasikan adanya kecenderungan yang konsisten dan
menarik di kedua daerah tersebut, bahwa pengajuan anggaran pengadaan sarana dan prasarana baru lebih
murah daripada pengajuan anggaran untuk perawatan dan perbaikan sarana dan prasarana yarg sudah ada.



Keenam, Indonesia sebagai negara yang memiliki cakupan wilayah yang luas, menerapkan kebijakan
otonomi daerah. Salah satu pertimbangan mendasar adalah bahwa tidak mungkin pemerintah mengurus
pemerintahan sendiri tanpa membagi kewenangan, dan sekaligus tanggung jawab dengan pemerintah
daerah, juga dengan masyarakat sebagal pengguna kebijakan.

Hasil penelitian juga memberikan beberapa saran cebagal berikut:

Bagi Pemerintah; Pertama untuk menghindari kekeliruan dalam penafsiran kebijakan desentralisasi dan
otonomi daerah, perlu dilakukan peninjauan dan penyempurnaan undang-undang dan peraturan yang
berkaitan dengan otonomi daerah; Kedua, untuk mengurangi "beban™ pemerintah kabupaten/kota dalam
mengimplementasikan otonomi daerah bidang pendidikan, perlu dilakukan peninjauan kembali kewenangan
dan tanggung jawab bidang pendidikan yang diberikan kepada kabupaten/ kota, sesuai dengan translation
ability dan kapasitas yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten/kota. Salah satu kewenangan kabupaten/kota
yang perlu dipertimbangkan kembali adalah kewenangan yang terkait dengan rekrutmen gurul.

Bagi Pemerintah kabupaten/kota. Pertama agar implementasi kebijakan otonomi daerah lebih efektif,
pemerintah daerah diharapkan dapat |ebih banyak melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan
keputusan; Kedua, agar implementasi kebijakan otonomi daerah, pemerintah daerah perlu memperhatikan
latar belakang pendidikan dan pengalaman yang relevan dengan bidang pendidikan, dalam pengangkatan
atau pengisian jabatan masing-masing aktor kebijakan di daerah; Ketiga, untuk mempercepat implementasi
kebijakan otonomi daerah bidang pendidikan pemerintah daerah perlu memiliki program-program aks,
antaralain: peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, peningkatan translation ability, penataan struktur
organisas dan manajemen, dan peningkatan anggaran pendidikan.

Bagi peneliti. Pendliti perlu melakukan kajian dan uji cobs lebih lanjut dengan menggunakan aternatif
pendekatan implementasi kebijakan otonomi daerah bidang pendidikan. Berdasarkan hasil pendlitianini,
diusulkan untuk memperhatikan beberapa faktor yang berpotensi mempengaruhi implementasi otonomi
daerah bidang pendidikan di kabupaten/kota, yaitu: (1) politik, (2) trandation ability, (3) Komitmen, (4)
Kompetensi dan kapasitas sumberdaya manusia, (5) organisasi dan manajemen, (6) dana penunjang, (7)
sarana dan prasarana, (8) Budaya dan karakterstik masyarakat, dan (9) kepastian hukum dan undang-undang
yang menjadi dasar implementasi. Temuan penelitian ini mendukung pendapat Gerston mengenai faktor -
faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan publik. Namun, ada beberapa faktor potensial
lainnya yang direkomendasikan penelitian ini untuk dipertimbangkan dalam implementasi kebijakan
otonomi daerah bidang pendidikan.

<hr><i><b>ABSTRACT</b>

The Indonesian Government has adopted the decentralization and local autonomy policy to provide
community with better, prompt, and accountable services in public sectors, including education. The
implementation of the local autonomy policy in Indonesia still faces a number of conceptual and factual
problems. If the problems are not resolved promptly, it may possibly lead to negative impacts such as
disintegration of the nation. Therefore, the government, through the Law No. 20/2003 about the National
Education System, dearly and explicitly supports the policy of local autonomy in education subject to the
relevance to the system of national education within the framework of the Indonesian Government.



This research dims at investigating thoroughly the implementation of autonomy policy in education at the
district/city. It encompasses the trandation ability of the policy actors that includes the capacity of human
resources and their understanding towards local autonomy policy in education, management and
organization, financial support for education, and educational access and facilities, as adopted and modified
from Gerston's theory (2002). Thisresearch is also aimed at investigating the future prospect of the
implementation of the local autonomy policy in education at the district/city level. At this point, the district
of Kendal and the city of Surakarta, Central Java, were selected to be places for eliciting the data of this
research.

According to the characteristics of the research purposes, this research applied the qualitative/naturalistic
approach as the researcher focused on the intended phenomena and events that occurred naturally. Using
this qualitative approach, the data elicited are more sufficient, detail, and reliable. In addition, using this
approach enabled the researcher to obtain required information dealing with the feelings, norms, values,
beliefs, habits, mental attitudes, and culture of an individual aswell as a group of certain community.

This research results a number of points. First, from the point of view of policy implementation, the process
of decision making to resolve public - related problems was not carried out objectively based on the need
analysis, but decided based more on the political interest of the policy actors with short - term
considerations. Such a decision making process resulted irrelevant educational policy with the actual needs
of the public. Moreover, such a decision making process tended to create problem during the
implementation. In the decision making process, public as the policy targets or users, have not been
empowered and mobilised significantly.

Second, from the translation ability point of view, the capacity of the local government officials at the
district/city in managing education services has not been effective. Despite the fact that most officials of the
District Office of Education have highly sufficient formal education background and relevant previous
working experience, their bargaining position was lower compared to the one possessed by the other policy
actorsi.e., Bupati/Walikota and Commission in charge of education (Komisi E) of the Local House of
Representative. On the other hand, Bupati/Walikota, the main actor that has higher political bargaining
position tended to have lower formal education background and irrelevant previous working experience.
This condition leads to an imbalanced structure of interaction among the policy actors in the implementation
of education policy. Consequently, the decisions taken and the implementation results of the decisions were
likely to be unqualified. In such a condition, public as the policy target/users would have not be able to take
any advantage from the policy that have been decided.

Third, the organization and management has not been able to provide facilities that support the
implementation of the education policy. The officials of the District Office of Education (Dinas pendidikan)
as the policy implementers tended to function as sub-ordinates of the other policy makers rather than to put
into an equal position as the companion of the other policy actorsin carrying out necessary innovation and
improving the quality of education services. In doing their function as the policy implementers, the officials
of the District Office of Education were likely not to focus on the public needs (demand driven) but to the
political interest of the Bupati/Walikota. The nomenclature and organizational structure differences caused



some difficulties in handling coordination among districts/cities, between local government and provincial
government, and between local government and the central government, especially in the development of
the institutional capacity.

Fourth, the allocations of funding to support the education policy implementation and the types or
educational programs are varied from the district of Kendal to the city of Surakarta. The district government
of Kendal allocated more: ending than the city government of Surakarta. Seeing from the utilization, both
local governments utilized the allocated funding ter supporting physical programs. Thisin line with the
results of the research conducted by Pagueo and Lammert who investigated the experience of several
countries in implementing the local autonomy policy.

Fifth, the availability of the educational access and facilitiesin both in Kendal and Surakarta may be said to
be minimally sufficient, but no financial support provided fog maintenance. The results of the research also
indicated that proposing financial budget for providing/buying new access and facilities was easier than
proposing budget for the maintenance of the existing facilities.

Sixth, Indonesia as a big country needs to implement the local autonomy policy. One of most prominent
reasonsisthat it isimpossible for the central government to manage all governance matters without
sharing/del egating authority and responsibility with the local governments and community.

This research a'so recommends a number of things as follows:

For the central government First, to avoid of being interpreted incorrectly, the Laws and Regulations related
to the decentralization and local autonomy policy should be periodically revised and improved. Second, to
reduce the "burden” of the local government in implementing the local autonomy policy in education, the
central government needs to revise and reconsider the authority and responsibility dealing with education
delegated to the local government based on the translation ability and capacity of the local government. One
of the local government authorities that need to be reconsidered is teacher recruitment.

For Local Government. First, to make the implementation of the local autonomy policy more effective, the
local government needs to empower and provide an opportunity to the public to take part in the decision
making process. Second, to make the implementation of the focal autonomy policy more efficient, the local
government needs to consider the education background and previous working experience in recruiting and
promoting the policy actors/makers. Third, to accelerate the implementation of the local autonomy policy in
education, the local government needs to design action programs, such as improving human resource
capacity, improving the tranglation ability of the policy makers, reforming the organizational structure and
management, and improving budget allocated for education.

For researchers, Researchers and those whose work related to the implementation of the local autonomy
policy in education need to carry out further research and try - out on the implementation of the local
autonomy in education using alternative approaches appropriate to the local characteristics and condition.
This research recommends a dumber factors that may potentially influence the implementation of the local
autonomy policy in education, i.e., (1) politics, (2) trandation ability, (3) commitment, (4) competency and



capacity of human resources, (5) organization and management, (6) supporting budget, (7) access and
facilities, (8) culture and characteristics of the community, and (9) reliable Laws and Regulations used as a
basis of the implementation. The results of this research support Gerston's theory of factorsin the public
policy implementation. However, this research a'so recommends some factors which are not exist in
Gerston's theory to be taken into consideration.</i>



